
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dari kedua rumusan masalah diatas maka yang 

penulis temukan dari rumusan masalah di atas, maka penulis memberikan 

kesimpulan yaitu :  

1. Dampak hukum dari berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak 

terhadap pengalihan hak atas tanah adalah penggunaan Akta Surat 

Pernyatan Notariil yang berdasarkan pada pasal 2 Permen ATR/Kepala 

BPN Nomor 15 Tahun 2017. Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 

Tahun 2017 dibentuk dengan tujuan untuk mendukung keberhasilan 

dari Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dalam hal ini, berlaku lex 

spesialis derogat legi generali, maksudnya ialah undang-undang yang 

bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. 

Sehingga Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2017 ini bersifat 

khusus dan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah bersifat umum. Untuk pengalihan hak atas 

tanah sesuai dengan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah menggunakan dasar akta jual beli, 

tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan 

hukum pemindahan hak lainnya. Namun dalam Undang-Undang 

Pengampunan Pajak ini belum secara jelas dan rinci mengatur 

mengenai pengalihan hak atas tanah baik dalam hal penggunaan akta 

maupun mekanisme pengalihan hak atas tanah. Kekosongan hukum 
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sempat dialami oleh para pejabat PPAT yang mana para pejabat 

mengalami kebingungan akan akta apa yang akan dipergunakan untuk 

pengalihan hak atas tanah tersebut. Kekosongan hukum ini terjadi 

sebelum adanya Surat Edaran Nomor 9/SE/X/2017 dari Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.  

2. Adanya peran Menteri Agraria dan Kepala BPN dalam mendukung 

keberhasilan program pengampunan pajak belum dapat terealisasikan 

dengan baik, hal ini nampak dari adanya ketidakpastian hukum bagi 

pihak ketiga dalam pengalihan hak atas tanah. Ketidakpastian ini dilihat 

dari Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2017 serta adanya 

Surat Edaran Nomor 9/SE/X/2017 dari Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala yang belum mengatur secara jelas perihal mana obyek 

pengalihan hak atas tanah merupakan obyek jaminan bank yang telah 

dipasang hak tanggungan dan  pengalihan hak atas tanah berkaitan 

dengan pihak yang nominee yang telah meninggal dunia. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang penulis temukan dari penjabaran 

sebelumnya maka penulis memberikan saran yaitu :  

1. Kekosongan hukum yang terjadi akibat dari ketidakpastian hukum ini 

terlihat jelas dari materi yang diatur oleh Undang-Undang 

Pengampunan Pajak serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan 

dengan pengalihan hak atas tanah yang mana tidak menjelaskan secara 

lengkap. Seharusnya pemerintah lebih menekankan kepada mekanisme 

atau tata cara pengalihan hak atas tanah mulai dari hal pengecekan 
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sertifikat diperlukan atau tidak sebelum melakukan penandatangan 

akta surat pernyataan notariil. 

2. Pemerintah bersama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

seharusnya lebih mengatur bagaimana tata cara ketika obyek 

pengalihan hak atas tanah itu merupakan jaminan bank yang sedang 

dibebani hak tanggungan serta ketika pihak yang dipinjam nama 

(nominee) meninggal dunia, apa dampak dari hal tersebut. Dalam hal 

ini seharusnya Kepala BPN harus terlebih dahulu mensosialisasikan 

kepada para pejabat yang berwenang yaitu PPAT dan Notaris dalam 

pembuatan akta yang berhubungan dengan pengampunan pajak. 
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